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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah,  terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

 

14. Peraturan ... 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan 
Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, 

Puncak, Cianjur; 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

dan 

BUPATI BOGOR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018. 

 

 

 

Pasal I ... 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya 
disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode  20 
(dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah 
pembangunan jangka panjang daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD, 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan yang 

merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati 
dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan 

RPJMD Provinsi. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang 
selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 1 
(satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bogor; 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor 

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagai berikut:  

a. BAB I diubah; 

b. BAB II diubah; 

c. BAB III diubah; 

d. BAB IV diubah; 

e. BAB V diubah; 

 

f. BAB VI ... 
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f. BAB VI diubah; 

g. BAB VII diubah; 

h. BAB VIII diubah;  

i. BAB IX diubah; 

j. BAB X diubah; dan 

k. BAB XI diubah, 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. 

 
 
Ditetapkan di Cibinong 

pada tanggal   

BUPATI BOGOR, 

 
          ttd 
 

 NURHAYANTI 
 
 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR 

 
                              ttd 

 
                 ADANG SUPTANDAR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2017 NOMOR  

 

 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI                  

JAWA BARAT : (4/78/2017) 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 
ttd 

ADE JAYA MUNADI 

9 Juni 2017

4

9 Juni 2017
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